59

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. [bookmark: _GoBack]Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat di disimpulkan sebagai berikut:
1. Kontribusi pajak dan reribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah di kabupaten Bulukumba mási relatif rendah ini terlihat dalam kurung waktu 2011-2015 hanya dua kali melampaui target hal ini disebabkan beberapa potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang belum dikelola secara maksimal.
2. Perolehan sumber keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) pajak dan retribusi, didominasi oleh pajak.
3. Pola penetapan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah di kabupaten Bulukumba didasarkan pada pola kebijaksanaan nasional yang diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, yakni (1) UUD 1945 Pasal 23A; (2) UU No. 28/2009 pengganti UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000; (3) PP No. 65/2001; (4) PP No. 66/2001; (5) Beberapa Perda di wilayah lokasi penelitian.
 (
56
)

B. Saran
1. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bulukumba mempertahankan dan meningkatkan pemasukan anggaran melalui pajak, dengan mendorong kesadaran para masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan beban yang ada.  
2. Diharapkan pemerintah meningkatkan retribusi menjadi sangat kuat dengan mendorong pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah, termasuk pegawai untuk lebih giat untuk mengusahakan retribusi.  
3. Diharapkan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait peraturan daerah agar tidak menyulitkan investor sehingga semakin banyak pengusaha yang berinvestasi yang pada ahirnya akan tercipta lapangan kerja dan akibatnya daerah memperoleh manfaat dari pembayaran pajak maupun retribusi.
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